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similar concept of an ad-hoc agreement.

PERTUKARAN DAN PENETAPAN JALUR
PENERBANGAN DALAM PERJANJIAN BILATERAL
ANGKUTAN UDARA

Amad Sudiro*

ABSTRACT

The formation of a bilateral air transport agreement demands both a concise
philosophical basis and clear legal frame. National aviation industries too are
eager to increase their competitiveness without avoiding the principle of
Indonesia’s economic development which avoids practices of free fight
liberalism. Thus the foundation of drafting a bilateral air transport agreement
would be to utilize the principle of pre-determination of capacity. a somewhat

Kata kunci:

PENDAHULUAN

Sejak berakhir perang dunia
[I. transportasi udara komersial
sudah menjadi salah satu sumber
kekuatan devisa negara. Dengan
menguasai beberapa aspek eko-
nomis jenis usaha ini, yang antara
lain meliputi penguasaan kapa-
sitas. frekwensi, tarif dan jalur
penerbangan, maka suatu negara
dapat berharap banyak dari ke-
giatan usaha pelayanan angkutan
udaranya. Setiap negara berupaya
menetapkan kebijaksanaan nasio-
nal untuk angkutan udara, baik
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domestik maupun internasional,
disesuaikan dengan situasi dan
kondisi perusahaan penerbangan
nasionalnya.

Sementara itu. ditunjang oleh
pesatnya kemajuan teknologi pe-
nerbangan dan naiknya permin-
taan pemakaian jasa angkutan
udara, menyebabkan iklim kom-
petisi penerbangan komersial ti-
dak dapat dihindari lagi. Pada be-
berapa tahun terakhir ini. volume
lalu lintas penerbangan interna-
sional berjadwal (international
scheduled service) mengalami
kenaikan pesat jika diukur dari
jumlah passenger-miles (satuan
ukuran dalam angkutan udara
untuk seorang penumpang yang



